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BUPATI TANGERANG

I(EPUTUS${ BUPATI TAIYGERAIVG

NOMOR 4?AtKep. 678 - Huk/2O13

TENTANG

PENDIRIAT{ SEKOI,A}I DASAR NEGERJ" SEKOI,AH MENENGAII
HBGTRI PERTAMA DAIT STKOLIUI MEI{IIIGA}I IGIIIRUAII

NEGERI ITABI'PATEN TAIIGTRA}IG

. Menimbang a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI TA}IGERA}TG,

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar.
pendidikan dasar 9 Tahun, pemerataan dan perluasan
kesempatan balajar serta peningkatan daya tampung bagi
peserta didik Sekolah Dasar, Sekolah Menengalr Pertama
dan Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu
adarrya Pendirian Sekolah sesuai dengan Pasal 137 ayat
(2) 'Perahrran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9
Tahun 2011 ;
bahwa Fehubungan dengan hal tersebut hunrf a diatas,
maka agar pelaksanaan Pcodirian Sekolah dFp.t bedalan
lancar berdayaguna serta berhasilgirna dipandang perlu
ditetapkan dengan Kepuhrsan Bupati .

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembenhrkan Daeratr-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Jawa Barat (kmbqran Negara Tatrun' 1950
Nomor 196) ;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional(L,embaran Negara Tahun 2OO3 Nomor
120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4O4O) ; _/-
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentarig
Pemerintahan Daerah (I"embaran Negara Tahun 2OO4
Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara Nomor 44371
sebagaimana telah dua kali .diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomop L2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (I"embaran Negara
Tatrun 2OOB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Talrun 1990 tentanB
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 54, ;larrrbahan l,embara3 Negara Nomor 3960)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 1999 (I-embaran Negara Tahun 1999
Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Nomo" 385O) ;

2.

.3.

4.

5. Peraturan ......
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Peran Serta Masyaral<at dalam Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun L992 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 28761 ;

6. Perah.rran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintalran Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737\.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor O8 Tahun
2O1O tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2O1O Nomor O8,
Tambahan Lembaran Negara Nomor O81O).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten
Tangerang (lrcmbaran Daerah Tahun 2011 Nomor O9,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 11O9) ;

MEMUTUSI(AN :

Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kabupaten Tangerang.

Nama dan L,okasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum
KBSATU adalah sebagai berikut :

:'
A. Sekolah Dasar . r

B. Sekolah Menengah Pertaul&

Menetaplcan
KESATU

KEDUA

NO. NAI{A SEKOLIUI KECA.![ATAI{ IGTERAIYGA}{

1.
2.
3.

SDN PERI'![ MUSTII(A
SDN UEKARVTATIGI
SDN JATI !IuLYA

TIGARAXAA
CISATII(
SEPATAII TTMUR

PEUBIIXAAI{ BARU
PEMBI'KAA}I BARI'
PEIIBI'I(AAN BARU

NO. NAMA SEKOLAH I(ECAMATAN KETERANGAN

1.
6

3.
4.
5.

S![PN 2 ST'I(AUULYA
S![PN 2 SEPATAI{ TI}IIIR
SIIPI{ 4 CIICUPA
SMPN 4 AOLEAR
SMPN 2 MEI(AR BAITU

PAGEDAIIGAN
SEPATAH TI!trt'R
CII(IIPA
SOLEAIT
T{EI(AR' BARU

PEIIBI'KAAI{ BARU
PEIIBI'KAAI{ I}ARU
PEUBITKAA}I BARU
PEUBI'XAAN BARU
Pcnrbahru
ilomcnkl.s,hu SD
SlfiPil SATIP
Waltvs

$o. HATIA SEKOI.AI{ IGCAIIATAN I(ETTRAIIGAT

1.

.t

SMKN 10 I(ABIJPATEN
TAT{GERAI{G
SUTIO{ 11 I(ABI'PATEH
TtrIIGERAITG

TELUI(IIAGA

JAYAI{TI

PEIIBIIXAA}I BARU

PEDIBUXAAII BABU

C. Sekolab Menengah KeJunran
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mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

tanggal 5-10-2013
P A\\
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TAIVGERANG

ISI{ANDAR

:

Kabupaten

I nG
qb La,

TEMBUSAN:

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Iden Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Diden Dikdasmen di Jakarta.
4. -Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Yth. Gubernur Banten di Serang.
6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang.
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
8. Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang.
9. Inspelfi:r Kabupaten Tangerang
l0.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tangerang.
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